1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1892 temtang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Rapubiik
Indonesia Tabun 1292 Nomor 69 Tambahan Lembaran Megara Republilk
Indonesia Nomar JABE)
12, Peraturan Pemerinlaha Nomaor 18 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Takun 2005 Namor 41, Tambahan Lanbaran
Negara Nomor 4435)
| 13, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan

Dasran (Lembaran Megara Repuslik Indenesia Tahun 2005 Nomar: 140,
Tambahan Nagara Republix Indonesia Namor 4578);

14, Peraturan Pemerintah Namar 38 Tahun 2007 tentang Fembagian Urusan
Pemerintahan  Antara Femerintah, Pemarintah Daerah  Propinsi  dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kata (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Nomaor 4737);

15 Kepulusan Menter Pendidikan Nasional MNomor  018/U/7997 tentang

1 Peraturan Penyalengaaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman
Pendidikan Anak {TRAY

o Keputusan  Menter Pendidikan  Masional Nomor 015/0.2001 tentang
Pendidikan Anak Usia Dinyi:

i, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 lentang
Slandar Pendidikan Anak Usia Dinj

MEMUTUSKAN ¢

netapkan
tSIaTU b Memberikan lein Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada
MNama Lemba-jr-] COPALR MUTIARA 1L
Jenis Lembaga Kelompeok Bermain
Nama Pengzlala Emisyah §.Pd
Tahun Bardin o 23 Februari 2004
Jarong . Pasar Tiku
Magar o Tiku Selatan
Kecamatan : Tanjung Mutiara
Kabupaten . Agam
DU A . lzin Penyelenggaraan PAUD tersebut beraky terhitung mulai tanggal 12 Aguslus
<013 sampai dengan 31 Desemser 2013,
ETGA C Pomegang izinini

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain "Mutiara |by” sedemikian rupa;
szhingoa dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat:
. Wajib mentaati Peraturan Perindang-undanaan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian;
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| ¥ Wajib menginm laporan berkals sesusi dengan ketertuan menunt rnadel yang
ditentukan _
MPAT . Keputusan ini mulai Berdaki sefak tanggal ditetapkan dengan ketenhian

apadiia  dikemudian har terfyata terdapsl keokefiruan  akan
sebagaimana mestinys

. Ditetapkan di Lubuk Basung
—=—.Pada tanggal 12 Agustus 2013
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PEMERINTAN KABUPATEN AGAM
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Wehsite: hilpliguik-agan org Email dknasagamityabeg.cold

KEPUTUSAN KEFALA DINAS PERDIUKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KADUPATEN AGAM
NOMOR : Kptsd21/ 52 112013
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i IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN GLAHRAGA KABUPATEN AGAM
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bahwa bordasarkan surat permohanan dari Pengelola PAUD Muliara 1bu
Jarong Pasar Tiku Nagar Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Mormaor
100/RAUDM. 1-TIMIPSRA. T-2013 tanggal 11 Mei 2013 tentang Permohonan

Perpanjangan lzin Operagional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Lisia Chni
Jenis Kelompok Bermain,

Bahwa berdasarkan hasil studi Verifikasi Kepala UPT Pendidikan TH/SD dan
LS Keecamatan Tanjung Mutiara Nomor 198/108.21.10/KP-2013 tanggal 11
Mel 2013 kepada lembaga lersebut di atas diberikan lzin Operasional
Penyclenggara PAUD,

balwa berdasarkan poin a dan b, Sural Keputusan lzin Operasional PAUD
Mutiara Ibu Jorong Pasar Tiku Magar Tiku Seiatan Kecamatan Tanjung
Mutiara Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Kepulusan Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda can Qlahraga Kabupaten Agam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 lentang Pembentukan [aerah
Cloncin  Kabupalen Dalam  Lingkungan  Propinst Sumatera  Tengah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 1956 Nomer 25).

Undang-undang Momaor 4 Tahun 1978 lentang Kesejahleraan Anak (Lembran
Megara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nornar 3143},

Undang-unigang Neomaor 23 Tabun 2002 lentang Perlindungan  Anak
(Lembaran Negora Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Megara
Momar 4235}
Undang-undang Momor 17 Tabhun 2003 tentang Keuangan MNegard
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Momor 4268),

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Masional
(Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2003 Nomer T8, Tamiahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4301);

Undang-Undang Nemeor 1 Tahun 2004 lentang Perbengaharzan Negard
(Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2004 Nemaer 3, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255),

Urdang-undang Momor 32 Tahun 2004 lentang Pemenntahan Davcrah
(Lenbaran Negara Tahun 2004 Nomer 1235 Tambahan Lembaran Hogara
Namor 4437}, sebagaimana telah dua kali divbah, ferakhir dengan unuang-
undang Nomar 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran tlegara
fomaor 48447

Untlang-undang Nomor 33 Tahur 2004 teatpng Permbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusal dan Pemarinidban Daerab (Lembaran Megarn
Republik Indonesia Talpn 2004 Nomaor 128, Tambahon Lembaran Megarn
Maomor 443853,

Feraturan Pemenntah Nomar 27 Tahun 12430 tentang Pra Sekelah (Lembaran

Megara Tabu 1990 Noree 35, Tambahan Lambaran Negars Mogan Nomo
T R

Fermuran Pogenntab Momar 73 Tanue 1891 fenlang Pendiciican Lo




